BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN

Menimbang

Mengingat

TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Rencana Induk
dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Daerah Tahun 2025-2029;

1

2.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem

Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6950);



7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA

JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

w

. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

. Bupati adalah Bupati Bangka.
. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang
fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran
suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya

dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan
dan teknologi.

. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan,

kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu
pengetahuan dan teknologi diterapkan.

. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem

yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

(1)

(2)

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 2
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
yang bersifat sistemik dan komprehensif, memuat peran ilmu pengetahuan
dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas
pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan :
a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk
dipercepat target programnya,;
b. hasil koordinasi, sinergi, dan hormonisasi dengan Perangkat Daerah dan
Pemangku Kepentingan;
c. isu strategis yang berkembang;
d. kebijakan nasional; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit
memuat:

o Q0 T

g.
h.

. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;

permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;

. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;

tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan
Inovasi di Daerah;

strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN;

BABII : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI
DAERAH;

BABIII : TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH;

BABIV : ANALISIS KESENJANGAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM
RISET DAN INOVASI DAERAH;

BABV  : STRATEGI RISET DAN INOVASI DAERAH;

BABVI : PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH;

BAB VII : RENCANA AKSI PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH;
BAB VIII : PENUTUP



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Rencana Induk dan Peta Melalui Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan [lmu Pengetahuan dan Teknologi
Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan
ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan rencana aksi tahunan.
Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based
policy); dan
b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui
pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Agustus 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb 4
NIP. 197410082005012007



